BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya,

maka dapat ditarik simpulan:

1.

Pengaturan tentang tata cara menggunakan resi gudang sebagai obyek
jaminan sudah cukup lengkap diatur didalam Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006
Tentang Sistem Resi Gudang beserta pelaksanaannya yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

Dalam menggunakan resi gudang sebagai jaminan hutang dapat dibebankan
dengan lembaga jaminan gadai atau fidusia. Akan tetapi lebih baik resi
gudang dibebankan dengan lembaga jaminan fidusia karena didalam
lembaga ini obyek resi gudang yang dibebankan dengan lembaga jaminan
fidusia akan dibuatkan akta autentik sebagai perjanjian piutang antara
pemberi fidusia dan penerima fidusia kemudian didaftarkan didalam kantor
pendaftaran fidusia dan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia. Sehingga
lembaga jaminan fidusia ini mempunyai kepastian hukum dan kekuatan

hukum apabila ada pihak yang cedera janji (wanprestasi).

93



94

Sedangkan Eksekusi dalam perjanjian pembebanan atas resi gudang yang
didaftarkan dengan jaminan gadai dalam hal debitur melakukan
wanprestasi, kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi gadai untuk
menjual dengan cara selain lelang, eksekusi gadai sifatnya sederhana, tidak

perlu campur tangan juru sita atau pengadilan.

4.2 Saran

1.

2.

Terkait dengan permasalahan resi gudang yang dapat dibebankan jaminan
hutang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang
Sistem Resi Gudang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2006 Tentang Sistem Resi Gudang, pada dasarnya jaminan resi gudang
bukanlah lembaga jaminan yang baru melainkan jaminan resi gudang dapat
dibebakan dengan gadai atau fidusia. Seharusnya Pemerintah
mensosialisasikan kepada masyarakat, karena jaminan resi gudang tidak

lahir dengan adanya perjanjian piutang dan perjanjian ikutan (accessoir).

Terkait dengan permasalahan pelaksanaan eksekusi yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang yang
masih belum mengatur secara lengkap tentang cara pelaksanaan eksekusi,

hendaknya pemerintah mengatur secara lengkap di dalam Undang-Undang
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Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.
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